
 
 
 
 
 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

 
PERATURAN  GUBERNUR JAWA TENGAH 

 
NOMOR         TAHUN 2025    

 
TENTANG 

 
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN 

TEKNOLOGI DI DAERAH (RIPJPID) PROVINSI JAWA TENGAH 
TAHUN 2025-2029 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka memenuhi kontribusi ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan daerah, 
serta memperkuat landasan perumusan kebijakan, perlu 
disusun kerangka kebijakan dibidang riset dan inovasi yang 
mengakomodir berbagai kebutuhan secara komprehensif dan 
sinergis; 

  b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi; Pasal 67 Peraturan Presiden 
Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi 
Nasional; serta Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu 
disusun dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sesuai dengan 
periode RPJMD;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan 
Gubernur tentang  Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Provinsi Jawa 
Tengah 2025-2029; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

2. Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 6987); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan 
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 
tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi 
Daerah; 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 
2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 78 Tahun 2021; 

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 
5); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
2024 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 66. Noreg 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 9-221/2024); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 
2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2025 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 170); 

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 tahun 2020 
tentang petunjuk pelaksanaan Perda 3 tahun 2019 (Berita 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 37); 

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi 
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2023 Nomor 2) 
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MEMUTUSKAN: 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 

3. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah 
Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan fungsi penunjang 
urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi 
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan 

Inovasi yang terintegrasi di daerah. 

4. Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan 
dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah 
untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala 
kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

5. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan 
berbagai disiplin llmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan 
kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia. 

6. Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah proses, cara 
dan/atau aktivitas menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, 
pengembangan, pengkajian, dan penerapan Ilmu Pengelahuan dan 
Teknologi. 

7. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan 
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan-undangan.  

8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah 
untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman 
tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau 

ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan 
kesimpulan ilmiah. 

9. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya 
dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran 
dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi. 

10. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, 
kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan latau sesudah Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi diterapkan. 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK DAN 
PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN EKNOLOGI 
DI DAERAH (RIPJPID) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-
2029 
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11. Penerapan adalah pemanfaatanhasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau 
Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ke dalam kegiatan 
perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

12. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk meaghasilkan nilai, 
produk dan/atau proses prcduksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan 
mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, 
fungsional, brsnis, sosiai, budaya, lingkungan hidup, dan estetika. 

13. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan 
pemecahan masalah spesifik di bidang Teknologi berupa produk atau 
proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 

14. Inventor adalah Seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama 
melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan 
Invensi. 

15. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, 
dan/atau Penerapaan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah 
diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. 

16. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen 
sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah. 

17. Difusi llmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan 
informasi dan/atau promosi tentang suatu Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak 
lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya. 

18. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir 
manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi 
kehidupan manusia. 

19. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah entitas yang 
membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok oran untuk 
bekerja sama dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, 
dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

20. Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah suatu nilai potensi 
yang bermanfaat untuk Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

21. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber 
daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di daerah. 

22.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam 
melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun. 

23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah.  

24. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung 
mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

25. Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
di daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat 
sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan 
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dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan 
prioritas pembangunan daerah.  

 

 
BAB II 

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 
 

Ruang Lingkup 
Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Gubernur tentang RIPJPID ini meliputi; 
a. Beberapa hal pokok yang ditetapkan dalam RIPJPID ini terdiri dari: penguatan 

ekosistem riset dan inovasi daerah; serta kebutuhan riset dan inovasi terkait 
masalah utama dan sektor unggulan daerah;  

b. Dokumen RIPJPID ini memuat bagian penjelasan berupa: (a) gambaran potensi 
sumber daya alam/potensi ekonomi daerah; (b) gambaran/kondisi Riset dan 
Inovasi di daerah; (c) permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi 
unggulan daerah; (d). tema prioritas Riset dan Inovasi di daerah; (e)) tantangan 
dan peluang riset dan inovasi di daerah, (f) analisis kesenjangan kebijakan 
berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di daerah, (g) strategi riset dan 
inovasi di daerah, (h) peta jalan riset dan inovasi di daerah, (i) rencana aksi 
tahunan riset dan inovasi daerah. 
 
 

Maksud dan Tujuan 
Pasal 3 

  
a. RIPJPID ini dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan program 

pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh berbagai lembaga di Provinsi 
Jawa Tengah guna peningkatan kontribusi IPTEK dalam pembangunan 
daerah; 

b. RIPJPID ditujukan untuk memberikan masukan dalam penyusunan 
Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Provinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai turunan RPJMD, sehingga mampu 
mendukung pencapaian arah kebijakan dan program pembangunan. 

 
 
 

BAB III 
JANGKA WAKTU 

 
Pasal 4 

 

RIPJPID ini disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2025 
sampai dengan tahun 2029 atau sesuai periode RPJMD. 

 
Pasal 5 

 
RIPJPID dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal terjadi 
perubahan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat mendasar.  

 
 

BAB IV 
PELAKSANAAN DAN PENDANAAN  
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Pelaksanaan 

Pasal 6 
 

Pelaksanaan RIPJPID ini menjadi tanggungjawab bersama para pemangku 
kepentingan riset dan inovasi di Jawa Tengah yang dikoordinasikan oleh 
perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Riset dan Inovasi. 

 
 

Pasal 7 
Pendanaan penguatan Pelaksanaan RIPJPID bersumber dari : 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau 
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 
 
 

BAB V 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

 
Pasal 8 

 

(1) Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang 
membidangi Riset dan Inovasi melakukan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan RIPJPID. 

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling sedikit satu kali dalam satu tahun. 
 
 
 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 9 

(1) RIPJPID ini mengakomodasi ketentuan Pasal 22 (1) Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Inovasi Daerah terkait penyusunan Roadmap Penyelenggaraan lnovasi 
Daerah, serta Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian 
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 

(2) Berdasarkan pertimbangan pada ayat (1) di atas, serta Pasal 52 Peraturan 
BRIN Nomor 5 Tahun 2023 maka Pemerintah Daerah mengintegrasikan 
dokumen perencanaan sistem inovasi daerah dan rencana induk 
kelitbangan tersebut ke dalam RIPJPID. 

 
BAB VII 

PENUTUP 
 

Pasal 10 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa 

Tengah. 

 

 

               Ditetapkan di Semarang 

               pada tanggal     Desember 2025 

 

               GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

 

                AHMAD LUTHFI 

 

Diundangkan di Semarang 

Pada tanggal       Desember 2025 

 

SEKRETARIS DAERAH  

PROVINSI JAWA TENGAH, 

 

 

         SUMARNO 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


